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Tesisini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri
dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Y ang menjadi
permasal ahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investas di
Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi di
Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, parainvestor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam
berusaha. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 salah satu asas
penanaman modal adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang
mempengaruhi iklim penanaman modal, dikarenakan terdapat hubungan antara hukum dengan kegiatan
investasi, hubungan tersebut adalah mengenai bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan
kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan
certainty (kepastian), fairness (keadilan), efficiency (efisien). Sejak diberlakukannya otonomi daerah,
Peraturan daerah disadari menjadi instrument penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Namun demikian pada perkembangannya, ada kecenderungan sejumlah peraturan daerah
dibuat semata-mata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi dalam pendapatan asli
daerah (PAD) yang mengatur mengenai pungutan, khususnya pungutan yang berkaitan dengan dunia usaha.
Pungutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan
investas di daerah itu sendiri.

<hr><i>This thesis uses the methods of normative legal research using secondary data consists of primary
source legal materials, secondary source material and tertiary sources of materials. The problemin this
thesisis how the Regional Regulations that discourage investment in Indonesia? How the juridical review of
local regulations that impede investment activitiesin Indonesia based on Law Number 25 Y ear 2007 on
Investment? To invest in Indonesia, the investors need legal assurance. In accordance with article 3
paragraph 1 (a) of Law Number 25 Y ear 2007 one of the investment principlesis the principle of legal
certainty. Legal certainty to be one of the aspects that affect the climate for investment, because thereisa
relation between the law with investment activities, the relationship is about how to create alaw that could
restore the confidence of foreign investorsto invest in Indonesia by creating certainty (certainty), fairness
(justice), efficiency (efficient). Since the implementation of regional autonomy, local regulations become
important instrument in contributing to regional economic growth. However, in its development, thereisa
tendency of local regulations made solely for the purpose of contributing immediately in local revenue
(PAD) which regulate the charges, especially charges related to the business world. Excessive charges and
improper charges can be potential to distort business and investment climate in the region itself.</i>
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